ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis perumusan hukum
pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum
pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang
digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa 1) perumusan hukum pidana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, salah
satu unsur terpenting adalah “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam
pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus
terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Salah satu kelemahan dalam
UU ITE karena UU ITE kemudian tidak memberikan penjelasan mengenai apa
yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan™. Analisa yuridis, perbuatan BNM
tidak memenuhi unsur-unsur terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari
yang perbuatan ‘mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat
diaksesnya. Konten yang tersebar tidak memenuhi memenuhi unsur "melanggar
kesusilaan" dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar
kesusilaan; 2) kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masa yang akan datang yaitu
perbaikan dilakukan mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana,
hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungannya
korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.
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